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 BMT An-Nawawi Purworejo adalah lembaga keuangan non Bank yang 
bernaung dibawah Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo. Salah satu 
produk yang dimiliki BMT An-Nawawi Purworejo adalah produk talangan haji, 
yang merupakan hasil kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang 
Magelang. Dalam praktiknya, produk talangan haji harus sesuai dengan fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keungan Syariah. 
Inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti produk talangan haji ini. 
Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
Pertama,bagaimana mekanisme produk Talangan s di BMT An-Nawawi 
Purworejo dan kedua, apakah akad yang digunakan pada produk Talangan haji 
sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang 
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaha Keungan Syariah? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
mengambil lokasi penelitian di BMT An-Nawawi Purworejo dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari 
data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode 
interview (wawancara) dengan pihak terkait dan dokumentasi. Data-data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa :  
Pertama, akad yang digunakan pada produk Talangan Haji BMT An-
Nawawi Magelang yang bekerjasama dengan BSM Cabang Magelang adalah 
akad qard dan ijarah. Akad qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah 
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya 
kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. Adapun guna dari dana ini adalah 
untuk mendapatkan porsi haji. Sedangkan akad ijarah, adalah akad upah 
mengupah di mana nasabah membayar ujrah atas dasar BSM Cabang Magelang 
mempunyai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dan dari sinilah LKS 
mendapat keuntungan, bukan atas dasar seberapa besar dan seberapa lama 
pinjaman qard yang diberikan Bank. 
Kedua, akad-akad yang ada di produk talangan haji sudah sesuai dengan 
apa yang diamanatkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya dengan No:29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. 
Adapun kerjasama yang dibangun oleh BMT An-Nawawi Purworejo dengan 
BSM Cabang Magelang serta posisi BMT An-Nawawi Purworejo sebagai 
“pemasar” dari produk talangan haji adalah kerjasama yang baik dan saling 
menguntungkan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Haji merupakan rukun Islam yang sangat unik dan complicated. 
Sebagai bagian dari ajaran Islam, mekanisme pelaksanaan haji membutuhkan 
segala bentuk kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan 
nonfisik, kesiapan mental, kesadaran diri, semangat keagamaan, ketulusan 
hati, perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji 
mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dibandingn dengan keempat 
rukun Islam yang lain.
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Di dalam pelaksanaan ibadah haji tidak sekedar meminta pengorbanan 
tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam 
dipanggil untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan 
sanggup menunaikannya sebagaimana tersurat dalam QS. Ali Imran [3]:97 
                        
                            
         
Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 
maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah 
itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah 
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang 
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 
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sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. 
 
Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan 
fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus 
dipenuhi bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila 
syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk 
menunaikannya. Dari ketiga syarat ini, kesiapan fisik dan rohani bisa dengan 
mudah dipenuhi oleh seorang muslim, tetapi untuk syarat materi tidak mudah. 
Pada saat ini, seorang jamaah calon haji baru bisa terdaftar sebagai 
calon jamaah haji (mendapat porsi haji) bila sudah membayar (memberi uang 
muka) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua 
puluh lima juta rupiah). Pembayaran ini tidak menjamin seseorang untuk bisa 
berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Di 
beberapa daerah, seorang calon harus menunggu sampai 4 (empat) tahun atau 
lebih. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang 
belum memiliki dan cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk 
memenuhinya.  
Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan 
berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada 
masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya 
adalah Dana Talangan Haji. Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan 
oleh  LKS kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal 
setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan 
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ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah 




Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah 
mengelurkan fatwa nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan 
Pengurusan Haji Lembaga Keungan Syariah yang intinya mengatur segala 
pengurusan dan pembiayaan tentang Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. 
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menjadikan 
Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo sebagai tema penelitian Tugas 
Akhir dengan judul “Analisis Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi 
Purworejo” 
B. Perumusan Masalah 
Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis rumuskan 
dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
1) Bagaimana mekanisme produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi 
Purworejo? 
2) Apakah produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo sudah 
sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 




                                                          
2
 Syamsul Hadi, Widyarini, “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)”, 
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 no II, http://journal.uin-
suka.ac.id/media/artikel/ASY124502-75-97-1-PB.pdf, 2011, Diakses tanggal 25 maret 2015 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujun penulisan penelitian  ini adalah : 
1) Untuk mengetahui mekanisme produk Talangan Haji di BMT An-
Nawawi Purworejo. 
2) Untuk mengetahui kesesuaian praktek Talangan Haji di BMT An-
Nawawi Purworejo dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga 
Keungan Syariah. 
Adapun manfaat penelitian antara lain : 
1. Bagi Penulis 
Memberikan pengetahuan atau sebagai bahan pembelajaran 
kepada penulis mengenai mekanisme produk Talangan Haji di BMT 
An-Nawawi Purworejo. 
2. Bagi BMT An-Nawawi Purworejo 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan 
bagi BMT An-Nawawi Purworejo agar dapat berkembang lagi, 
terutama dalam mempraktikkan berbagai produk yang ditawarkan 
agar sesuai dengan fatwa DSN MUI. 
3. Bagi masyarakat 
a) Memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca tentang hal yang 
telah diteliti 
b) Dapat memberikan tambahan informasi dan referensi khususnya 
bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir 
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c) Dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebih mengenal 
adanya produk Talangan Hji di BMT An-Nawawi Purworejo 
D. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang berkaitan 
tentang BMT An-Nawawi Purworejo dan Produk Talangan Haji, diantaramya 
: Petama, dilakukan oleh Ety Nur Lestari mahasiswa Fak. Syariah IAIN 
Walisongo dengan judul
3
 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ziyadah di 
BMT Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo. Pokok 
permasalahan skripsi adalah; bagaimana praktek ziyadah (tambahan) pada 
akad pembiayaan di BMT Koperasi Pondok Pesantren  “An-Nawawi 
Purworejo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek ziyadah di 
BMT Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi tersebut.  
Peneltian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan ziyadah (tambahan) 
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam penetapan bagi hasil 
atau mark up terdapat unsur ketidakpastian. Dengan demikian sistem bagi 
hasil tersebut berhasil meneguhkan nilai profit bagai nasabah maupun BMT. 
Dan inilah bentuk keadilan yang merupakan ciri khas dari BMT Koperasi 
Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo secara lebih spesifik dan BMT 
pada umumnya. 
                                                          
3
 Ety Nur Lestri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Prakterk Ziyadah di BMT koprasi  
Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo”, 
http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2006-
etynurlest-1316&q=An-Nawawi%20purworejo, diakses 3 April 2015 
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Penelitian lainya yang dilakukkan oleh Sulistiowati, mahasiswa STAIN 
Salatiga,  dengan judul ANALISIS PRODUK TALANGAN HAJI MABRUR 
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARAN
4
. Penelitian ini 
membahas tentang mekanisme, akad yang digunakan, keunggulan, serta 
hambatan yang mungkin terjadi di Produk Talangan Haji. Dari penelitian ini 
diperoleh kesimpulan yaitu, pembiayaan Talangan Haji pada Bank Syariah 
Mandiri Semarang dalam pelaksanaannya menggunakan dua jenis akad yaitu 
akad qard dan akad ijarah. Akad qard digunakan dalam pemberian dana 
talangan haji kepada nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji, sementara 
akad ijarah digunakan dalam mengurusi pendaftaran haji melalui online 
dengan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat). Kemudiaan dalam 
pelaksanaan kelebihan dan manfaat yang didapat nasabah melalui produk 
pembiayaan talangan haji mabrur seperti proses yang relatif mudah dan cepat, 
aman, nyaman dan menguntungkan bagi pihak bank maupun bagi pihak 
nasabah. 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kali 
dilakukan, namun dengan memposisikan penelitian-penelitian di atas sebagai 
bahan referensi, memberikan kesempatan penulis untuk meneliti tentang tema 
yang sama namun dengan fokus yang berbeda dengan judul “Analisi Produk 
Talangan Haji pada BMT An-Nawawi Purworejo” 
 
 
                                                          
4
 Sulistiowati, “ANALISIS PRODUK TALANGAN HAJI MABRUR PADA BANK SYARIAH 
MANDIRI CABANG SEMARAN”, 
http://eprints.iainsalatiga.ac.id/1113/1/tugas%20akhir%20PDF.pdf,diakses 1, april 2015 
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan 
Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.
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2. Sumber Data 
a) Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, 
observasi dan alat lainnya.
6
 Adapun sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah produk Talangan haji yang diadakan oleh 
BMT An-Nawawi Purworejo dan Fatwa DSN MUI Nomor: 
29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji 
Lembaga Keuangan Syariah.  
b) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada 
(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh 
                                                          
5
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, 
h. 3. 
6
 P. Joko Subagyo, SH, Metode penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Melton 
Putra, 1991, h. 87 
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dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, 
laporan, jurnal, dan lain-lain.
7
  
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah buku, internet dan bahan acuan lainnya yang terkait 
dengan tema penelitian. 
3. Metode Pengumpulan data 
a) Interview (wawancara) 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. 
Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan 
dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung 
seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada 
kesempatan lain. Instrumen yang digunakan dapat berupa 




Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 




4. Metode Analisis Data 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 
analisis. Pertama-tama penulis mendeskripsikan mekanisme dan akad 
yang digunakan pada produk Talangan Haji yang dikeluarkan oleh 
BMT An-Nawawi Purworejo. Kemudian mekanisme dan penerapan 
akad tersebut dianalisis dengan fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002 
tentang tentang Pembiayaan Pengurusan Haji untuk mengetahui 
kesesuaian dan ketepatan penerapannya. 
F. Sistematika Penulisan  
Penulisan tugas Akhir ini akan dibagi ke dalam lima Bab yang masing 
masing terdiri dari: 
Penulisan tugas Akhir ini akan dibagi ke dalam lima Bab yang masing 
masing terdiri dari: 
Bab I Pendahulan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Pembahsan Umum Tentang Topik / Pokok Permasalahan. 
Dalam bab ini berisi tentang pengertian akad (Qard, Ijarah), dasar hukum, 
rukun dan syarat, jenis, ketentuan fatwa DSN tentang Pembiayaan 
Pengurusan haji. 
BAB III.  Gambaran Umum Tentang BMT An-Nawawi Purworejo. 
Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, 
struktur organisasi instansi, produk  dan jasa-jasa perbankan. 
10 
 
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahsana. Dalam bab ini berisi 
tentang mekanisme dan  akad yang digunakan pada produk Talangan Haji di 
BMT An-Nawawi dan analisis penerapan akad yang digunakan pada produk 
Talangan Haji sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pengurusan Pembiayaan Haji  









PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK MASALAH 
 
A. Pengertian Akad 
1) Ijarah 
Sebelum menjelaskan mengenai pengertian sewa-menyewa 
dan upah atau ijarah, terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai 
makna operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya 
yang berjudul Fiqh Syafi‟i, berpendapat bahwa ijarah berarti upah 
mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan 
syarat upah-mengupah, yaitu mu‟jir dan musta‟jir (yang memberikan 
upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A. Marzuki 
sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq 
menerjemahkan makna ijarah dengan sewa-menyewa. 
Dari dua buku tersebut ada perbedaan penerjemahan kata 
ijarah ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga 
terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan 
untuk benda, seperti “seseorang menyewa kamar kos untuk tempat 
tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, 
seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) 
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Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru berarti al-
„iwadh/penggantian, dari sebab itulah ats-tsawab dalam kontek 
pahala dinamai juga al-ajru /upah. 
Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda 
pemdapat, antara lain:  
a) Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau 
transaksi untuk mengambil manfaat dengan memberi penggantian. 
b) Menurut ulama Syafi‟iyah, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau 
transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan 
tertentu. 
c) Menurut Amir Syarifudin, al-ijarah secara sederhana dapat 
diartikan sebagai akad atau transakasi manfaat atau jasa dengan 
imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah 
manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-‟ain, seperti 
sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi obyek 
transaksi adalah manfaat atau jasa tenaga seseorang disebut ijarah 
ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. 
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d) Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk 
membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengja dari 
suatu zat yang disewa dengan imbalan. 
e) Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad 
untuk kemanfatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian 
yang dapat dipindahkan. 
f) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yang 
dimaksut ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan 
disengajai untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang 
diketahui ketika itu. 
g) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud 
dengan ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalaaan 
dan syarat-syarat. 
h) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat 




i) Menurut fatwa  DSN Nomor  09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang 
Pembiayaan Ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan 
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pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri
13
 
Berdasarkan definisi-definisi di atas bisa diambil garis merah 
bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya (upah) 
1. Dasar Hukum 
Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur‟an dan 
Al-Sunah diantaranya adalah : 
a) Al-Qur‟an 
QS. Ath-Thalaq (65) : 6 
                 
                            
                       
          
Artinya :“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya.”  
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QS. Al-Baqarah (2) : 223 
                        
                         
                     
                           
                          
                                
          
 
Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak 
ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 









QS. Al-Qashash (28) : 26 
                       
         
Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya”. 
 
b) Hadits 
ُسَر َلاَق :َلاَق َرَمُع ِهْب ِولّلا ِذْبَع ْهَع اىُطْعَأ ملّسو وٍلّع للها ىلّص ولّلا ُلى
)وجام هبا هاور( ُوُقَرَع َفِّجٌَ ْنَأ َلْبَق ُهَرْجَأ َرٍِجَلأا 
Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah Saw 
bersabda: Berikanlah upah atau jasa kepada orang 
yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat 
mereka”. (HR. Ibnu Majah) 
 
 َمَجَتْحا َمَلَّسَو ِوٍْ َلَّع ُللها ىَلَّص ًِ ِبَنلا ِهَع اَمُهْنَع ُللها ًَ ِضَر ٍساَبَع ِهْبا ِهَع
يراخبلا هاور( ُهَرْجَأ َماَجَحْلا ىَطْعَأَو) 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi Saw bahwa beliau 
pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang 
bekamnya” (HR. Bukhari)  
 
2. Syarat dan Rukun 
Menurut Hanafiyah Rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan 
qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut 
jumhur ulama rukun ijarah ada empat yaitu
14
 :  
a) Dua orang yang bersepakat  
b) Sighat (ijab dan kabul) 
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c) Sewa atau imbalan 
d) Manfaat. 
Adapun syarat-syarat ijarah sebagai berikut
15
: 
a) Keduabelah pihak yang berakat menyatakan kerelaanya 
untuk melakukan akad ijarah. 
b) Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara 
sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian 
hari. 
c) Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya 
untuk menggunakan manfaat tersebut, dia boleh 
memanfaatkan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang 
lain, baik dengan cara menyewa atau meminjamkan. 
d) Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan 
e) Upah/sewa dalam akad ijarah jarus jelas, tertentu dan 
sesuatu yang bernilai.  
3. Pembayaran Upah dan Sewa 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila 
tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak 
disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan 
penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan 
upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang 
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diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya 
ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu‟jir menyerahkan zat 
benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima 




4. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah 




a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada 
tangan penyewa 
b) Rusaknya barang yang disewakan; 
c) Rusaknya barang yang diupahkan; 
d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa 
yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan; 
e) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu 
pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian 
dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan 
memfasakhkan sewaan itu. 
5. Pengembalian Sewaan. 
Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban 
mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat 
dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan 
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jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap („Iqar), ia wajib 
menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. 
Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah 
berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak 





Secara bahasa, bermakna al-qath‟u yang berarti memotong. 
Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong 
apabila diberikan kepada peminjam.
19
 Qard adalah pemberian harta 
kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau 
dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 
Dalam literatur fiqih klasik, qard dikategorikan dalam aqad 




Dalam pengertian istilah,  qard didefinisikan oleh Hanafiah 
sebagai berikut: Qard adalah harta yan diberikan kepada orang lain 
dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau 
dengan ungkapan yang lain, qord adalah suatu perjanjian yang kusus 
untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemuadian 
dikembalikan persis sepeerti yang diterimanya. 
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Sayyid Sabiq memeberikan definisi sebagai berikut: Qard 
adalah harta yang dinerikan kepada pemberi utang (muqridh) kepada 
penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan 
kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketik dia telah 
mampu membayarnya. 
Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan 
definisi sebagi berikut : qard adalah memberikan harta kepada orang 




Dewan Syariah Nasioanl mengeluarkan fatwa Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 Tentang Qard,  yakni suatu akad pinjaman kepada 
nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan 
dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah 
disepakati oleh LKS dan nasabah.
22
 
Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa qard 
adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama 
memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk 
dimanfaatkan dan dikembalikan persis seperti yg yang dia terima 
dari pihak pertama. 
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a. Dasar Hukum 
1. Al-Qur‟an 
                      
                   
 
Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan 
Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan 
(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. 
al-Baqarah:245) 
 
                      
       
Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-
gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia 




لّسو وٍلّع للها ىلّص ًَ ِبَنلا َنَأ ٍدىُعْسَم ِهْبا ِهَع ُضِرْقٌُ ٍمِلّْسُم ْهِم اَم َلاَق م
 اًضْرَق اًمِلّْسُمًةَرَم اَهِتَقَذَصَك َناَك َلاِّإ ِهٍْ َتَرَم 
Artinya: “Dari Ibnu Mas‟ud bahwa Nabi Saw bersabda, 
“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada 
muslim (lainya) dua kali kecuali seperti sedekahnya 
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b. Syarat dan Rukun 
Seperti halnya jual beli, rukun qard juga 
diperselisihkanoleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun 
qard adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur 
fuqaha, rukun qard adalah: 
1) „Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh. Disyaratkan harus 
orang yang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau 
memiliki ahliyatul ada‟. Syafi‟iyah memberikan 
persyaratan untuk muqridh, yaitu ahliyah atau kecakapan 
untuk melakukan tabarru, dan mukhtar (memiliki 
pilihan). Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus 
memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan 
muamalat, seperti baligh, berakal. 
2) Ma‟qud „Alaih, yaitu uang atau barang. Menurut jumhur 
ulama yang menjadi objek akad dalam qard sama dengan 
objek akad salam, baik berupa barang-barang yang 
ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun 
qimiyat (barang yang tidak ada persamaannya di 
pasaran). 
3) Shighat (Ijab dan Qabul). Shighat ijab bisa dengan 
menggunakan lafal qard (utang atau pinjam) dan salaf 
23 
 




B. Fatwa Dewan SYARIAH NASIONAL NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI 
Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
mengeluarkan fatwa No: Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan 
Pengurusan Haji Lebaga Keuangan Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut 
dinyatakan bahwa : 
Ketentuan Umum 
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat imbalan jasa (ujroh) 
dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomer 
9/DSN-MUI/IV/2000. 
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran 
BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qard sesuai Fatwa 
DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan 
dengan pemberian talangan haji.  
4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah 
talangan al-Qard yang diberikan LKS kepada nasabah. 
Ketentuan Penutup 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
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dilakukan melalui badan arbitrase syari‟ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
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GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AN-NAWAWI PURWOREJO 
 
A. Sejarah Berdirinya BMT An-Nawawi Purworejo 
Bahwa pondok pesantren adalah bagian dari integral dari bangsa dan 
negara Indonesia, yang oleh karenanya, setiap gerak dan aktivitas pondok 
pesantren senantiasa didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan 
keselamatan manusia Indonesia pada kehidupan dunia dan sesudahnya. 
Begitu penting dan peranannya kehidupan dunia terhadap akhirat, sehingga 
Islam mengatur semua sisi kehidupan dunia.
26
 
Peribadatan, perundang-undangan, perekonomian, dan sebagainya 
termasuk di antara materi pembahasan Islam secara umum. Ilmu fiqh, sebagai 
produk yurisprudensi hukum Islam misalnya, mengatur tentang pola 
kehidupan bermasyarakat dalam segenap aspeknya. Dari sinilah, penilaian 
bahwa koperasi adalah kehidpan baru bagi masyarakat pesantren. 
Koperasi atau syirkah dalam bahasa Arabnya sudah sejak ratusan tahun 
dipelajari dan dipahami oleh masyarakat pesantren (santri) yang terkadang 
juga dinilai sebagai kaum marginal (pinggiran) oleh mereka yang tidak 
memahami sisi kehidupan pesantren, hanya karena budaya sarungan yang 
tetap dipertahankannya setelah hampir setengah abad Indonesia merdeka. 
Karena itulah, geliat pondok pesantren program pemerintah guna 
mendidik koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang perlu 
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dukungan dari semua pihak yang berkompeten dalam proses penyelenggaraan 
negara. Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang bersifat sosial 
dengan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Dengan demikian ia menggunakan 
prinsip-prinsip ekonomi dalam operasionalnya walaupun demikian usaha-
usaha lain yang bersifat ekonomi tidak diabaikan. Misalnya mendirikan 
sekolah tempat pelayanan ibadah, watak sosial yang asasi dari usaha koperasi 
adalah, usaha koperasi lebih mengutamakan pelayanan pada anggota dan 
masyarakat dari pada memperoleh keuntungan lebih besar. Adapun usaha 
yang dikelola oleh koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purworejo sebagai 
berikut: 
a. Waserda (Warung serba ada) 
Unit waserda menyediakan keperluan santri atau siswa yang meliputi: 
1. Alat tulis, buku dan kitab pokok pelajaran pesantren 
2. Pakaian seragam atau siswa 
3. Peralatan listrik 
4. Dan lain-lai  
b. Jasa : 
1. Jasa telekomunikasi, jasa ini diselenggarakan melalui usaha wartel 
2. Usaha faximile 
3. Usaha rental komputer 
4. Usaha seluler 
5. Baitul Maal wat Tamwil 
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Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan 
di bawah kopontren An-Nawawi yang dikelola secara profesional dan 
berlandaskan prinsip syari‟ah serta diperuntukkan bagi masyarakat muslim 
yang menjadi anggotanya. Keberadaan BMT ini dimaksudkan sebagai 
lembaga alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim. 
Sebagaimana diakui secara umum oleh kalangan dunia usaha, bahwa 
usaha menengah kecil adalah usaha yang tahan terhadap krisis. Beberapa 
kejadian telah membuktikan, bahwa walaupun mereka ikut terkena dampak 
terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negeri, mereka tetap 
bisa bertahan. 
Hanya saja mereka sangat membutuhkan bantuan berupa modal untuk 
membiayai dengan segera usahanya tersebut. Pada segmen masyarakat seperti 
inilah, peran dan keberadaan BMT dapat dengan mudah diterima. Sementara 
untuk mengajukan kredit penambahan modal usaha kepada lembaga 
keuangan konvensional (bank umum), mereka cenderung menghindari karena 
beberapa alasan, antara lain: 
1) Bank konvensional tidak telaten melayani masyarakat kelas bawah 
2) Sulitnya menembus aturan administrasi/birokrasi Bank Konvensional 
3) Usaha mereka umumnya masih berskala kecil dan tidak memiliki agunan 
4) Sistem bunga berbunga yang diterapkan bank konvensional dipandang 




Untuk mendapatkan modal secra cepat, mudah dan tanpa jaminan 
biasanya mereka lari ke rentenir. Namun dengan bunganya yang mencekik, 
usaha mereka bukannya semakin berkembang malah semakin mati. 
Berangkat dari asumsi dan pemikiran tersebut di atas, maka kopontren 
An-Nawawi Berjan Purworejo, mendirikan unit simpan pinjam syari‟ah yaitu 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dengan melibatkan secara langsung tokoh-
tokoh masyarakat dan pesantren dalam proses awal pendirian, monitoring dan 
meninjau secara periodik yang diwujudkan dalam proporsi modal tetap atau 
dikenal dengan istilah Simpanan Pokok Khusus (SPK) BMT.  
Kemudahan, sistem syari‟ah yang diterapkan, adanya dukungan dari 
para tokoh masyarakat/pesantren maupun kecepatan pelayanan BMT inilah 
yang menjadikan BMT dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat. 
Walaupun demikian, BMT An-Nawawi Purworejo tetap dikelola dengan 
mengindahkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang berlaku pada bank 
konvensional. 
Perekonomian di mana pun adanya membutuhkan lembaga keuangan 
sebagai basis dalam operasinya. Perbankan merupakan suatu institusi 
lembaga keuangan mempunyai peran sangat penting dalam bidang ekonomi. 
Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan 
menyalurkan kembali pada masyarakat dan menyalurkan kembali pada 
masyarakat. Dengan demikian dunia perbankan dapat menjembatani antara 




Dalam menjalankan salah satu fungsinya, perbankan mempunyai 
prinsip kehatian-hatian di mana harus dapat memperkirakan pemasukan dan 
pengeluaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan kas maupun kekurangan 
kas pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat perbankan harus 
menggunakan perhitungan yang matang. Artinya bank hanya bersedia 
melakukan pembiayaan bila pembiayaan tersebut benar-benar terjamin 
keamanannya dan menguntungkan. 
Oleh sebab itu tidak mengherankan jika bank mengadakan penilaian 
kelayakan dan seleksi yang ketat pada setiap nasabah calon pengguna dana 
bank. Dengan ketatnya penelitian yang diterapkan oleh bank sehingga hanya 
kepada usaha-usaha yang sudah mapan yang dapat memperoleh fasilitas 
kredit bank. 
Sehingga akibatnya banyak dari kalangan ekonomi lemah tidak dapat 
memanfaatkan fasiiltas dari bank, baik faktor manajemen, permodalan, 
administrasi, pemasaran maupun jaminan.Posisi lain bank mengeluarkan 
biaya yang tinggi untuk membiayai pedagang kecil. Di samping itu para 
pedagang kecil sendiri enggan berurusan dengan prosedur bank yang dinilai 
rumit dan berbelit-belit. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh para rentenir 
yaitu dengan prosedur yang sangat sederhana dan syarat yang mudah, para 
rentenir meminjamkan modal kerja pada para pedangan kecil. 
Dalam kondisi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan modal kerja demi 
kelangsungan usahnya, akhirnya pedangan kecil pun menerima meskipun 
30 
 
harus membayar bunga yang sangat tinggi, yakni sekitar 25% sampai 35% 
bahkan ada yang mencapai 50% per tahun.
27
 
Begitulah keadaan yang dialami oleh kalangan ekonomi lemah pada 
umumnya di Indonesia termasuk kota Purworejo. Sebagai contoh di pasar 
Baledono, pasar Kaliboto, pasar Maron 70% adalah pedagang ekonomi 
lemah, dan rata-rata mereka terjerat hutang rentenir sebagai akibat langsung 
dari kondisi tersebut adalah kalangan ekonomi lemah yang semakin sulit 
menjalankan dan mengembangkan usahanya. 
Menyadari kesulitan yang dialami kalangn ekonomi lemah yang 
sebagian besar adalah umat Islam, maka para ekonomi dan Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berupaya memberdayakan ekonomi 
ummat dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan dan Bank 
Perkreditan Rakyat Syari‟ah (BPRS). 
Namun demikian kebaradaan BMI maupun BPRS tersebut, meskipun 
telah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syari‟ah Islam, 
namun sebagai mana dalam pelaksanaannya belum mampu menjangkau 
kalangan ekonomi lemah dikarenakan biaya operasi yang terlalu tinggi. 
Dari latar belakang di atas maka lahirlah Lembaga Keuangan Bukan 
Bank (LKBB) yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai bentuk alternatif 
yang dikhususkan untuk menjangkau ekonomi lemah, yang beroperasi 
dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syari‟ah Islam. 
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Melihat perkembangan yang cukup baik, pada tanggal 15 April 1995 
didirikan koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purwarejo dengan nama 
Raodlotul Thullab dan mendapat No. Badan Hukum 
12500/BH/KW.II/VIII/1995 pada tanggal 15 Agustus 1995 yang akhirnya 
dengan berdirinya koperasi tersebut bisa menjembatani BMT yang 
keberadaannya di bawah Kopontren An-Nawawi. 
Seiring dengan adanya perubahan nama pondok pesantren dari 
Roudlotut Thullab menjadi “An-Nawawi”, maka sebagai bagian yang tak 
terpisahkan koperasi mengajukan permohonan perubahan nama dan mendapat 
persetujuan pada tanggal 31 Desember 1996 serta badan ukum baru 
No.12500a/BH/PA D/KWK/XII/1996.11 
Salah satu usaha yang dikelolanya yaitu Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT), yang merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi, dimana 
pengelolaan dana adalah dari anggota dan untuk anggota. 
B. Visi, Misi Dan Tujuan 
1. Visi 
Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam 
membangun ekonomi umat. 
2. Misi 
a. Memberikan layanan yang Prima kepada seluruh anggota, mitra dan 
masyarakat luas 
b. Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan 
menyimpan dan investasi 
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c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan udaha bagi 
anggota, mitra dan masyarakat luas 
d. Memperkuat permodalan sendiri dalam ranggaka memperluas jaringan 
serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan. 
3. Tujuan 
Meningkatkan kesejahtera ananggota dan non anggota melalui kegiatan 
ekonomi syariah yang memegang teguhkeadilan, keterbukaan dan kehati-
hatian. 
C. Alamat Kantor 
1. Kantor Pusat : Jl. KH. Zarkasyi Berjan Gintungan Gebang Purworejo 
54191 Telp. (0275) 325099 
2. Kantor Cabang Pituruh : komplek pasar Magulung Lor Pituruh Purworejo 
Telp. 081328541880 
3. Kantor Cabang Bruno : komplek pasar Brunorejo, Bruno, Purworejo. Telp 
: 085329890616 
4. Kantor Cabang Bener : Jl. Magelang, Km. 11 Kaliurip Bener Purworejo. 
Telp : 08522869899 
D. Struktur Organisasi 
Dewan Syariah  : KH. Achmad Chawanii 
 KH. Abdul Hadi,S.Pd.I 
Badan Pengawas  : Sahlan S.Ag. M.S.I 
 M.Arwani S.Ag M. M.S.I 
 Mujasin S.H.I 
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Ketua    : Achmad S.H.I 
Sekertaris   : Siti Anifatul Janah S.Sy 
Bendahara   : M. Nurul Fahmi S.Sy 
E. Produk  





a. Simpanan Insani 
Simpanan atau tabungan yang bisa sewaktu-waktu diambil dan 
ditambah oleh penabung. Dengan sistem bagi hasil tanpa potongan 
sedikitpun. Untuk membuka tabungan ini nasabah menisi formulir 
pendaftaran kemudian menyertakan uang minimal Rp. 20.000 
sebagai setoran awal. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000  
b. Simpanan Zamani 
Simpanan berjangka yang hanya bisa diambil disaat sudah 
jatuh tempo saja. Sepeti halnya deposito lainya, simpanan zamani 
memberikan bagi hasil yang lebih besar dari pada simpanan insani. 
Untuk membuka simpanan zamani nasabah melakukan pendaftaran 
menjadi nasabah kemudian menyetorkan uang minimal 
Rp.1.000.000. nasabah dapat memilih jangka waktu penyimpanan 
yaitu 3, 6 atau 12 bulan. Dengan membuka simpanan zamani 
nasabah dapat menggunakannya untuk jaminan pembiayaan. 
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c. Simpanan Pelajar 
Seperti halnya simpanan insani, simpanan ini diperuntukan 
untuk kalangan pelajar. Dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 
dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000 siswa sudah bisa 
membuka tabungan di BMT An-nawawi 
2. Pembiayaan 
a. Modal usaha (mudharabah) dan pengadaan barang (murabahah) 
BMT An-Nawawi memberikan pembiayaan bagi pengusaha 
kecil, menengah dan pegawai untuk modal usaha (mudharabah) 
dan pengadaan barang (murabahah). Berikut persyaratannya: 
1) Jujur, amanah dan tanggung jawab 
2) Terdaftar dalam anggota koperasi 
3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan bersedia di 
survey 
4) Menyerahkan kartu identitas diri (suami &istri) dan kartu 
keluarga atau buku nikah 
5) Menyerahkan fotokopi surat jaminan 
6) Struk gaji terakhir untuk pegawai 
7) Syarat lain bila diperlukan 
Dalam pembiayaan pihak BMT lebih memprioritaskan 
pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 2 tahun dan 
digunakan untuk modal usaha. Untuk memberikan pembiayaan, 
BMT kopontren An-Nawawi Purworejo terlebih dahulu melakukan 
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penilaian apakah pembiayaan yang diajukan cukup layak atau tidak 
untuk dibiayai.  
b. Talangan Haji 
Untuk produk talangan haji BMT memiliki hubungan kerja 
sama dengan pihak BANK SYARIAH MANDIRI Cabang 
Magelang, di mana pihak BMT mencari calon jamaah haji dan 
setelah mendapatkan komitmen dari balon jamaah haji, pihak BMT 
mengumpulkan data dan berkas yang diperlukan untuk 
menjalankan prosedur talangan haji yang telah ditetapkan oleh 
BSM kemudian didaftarkan di BSM Cabang Magelang. 
Untuk pendaftaran produk talangan haji nasabah dikenakan 
biaya setoran awal Rp. 6.000.000 untuk medapatkan nomor porsi 
dan selanjutnya melakukan cicilan pembayaran, total kewajiban 
yang harus dibayarkan sebesar Rp. 22.500.000 dibayar dalam 
jangka waktu satu tahun. Apabila nasabah tidak bisa membayarkan 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Mekanisme Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo 
Talangan Haji adalah produk yang disediakan oleh BMT An-
Nawawi Purworejo yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin 
menunaikan ibadah haji, di mana BMT An-Nawawi membantu nasabah 
melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Hanya dengan 
bermodalkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- nasabah dapat mendapat porsi 
haji dan sudah mengetahui kapan dia berangkat haji. 
Produk talangan haji ini sangat diminati calon jamaah haji, karena 
dengan produk ini calon jamaah haji yang berkeinginan untuk menunaikan 
ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan kepastian 
kapan akan diberangkatkan untuk ibadah haji. Dalam hal ini BMT An-
Nawawi bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang 
Magelang dalam pelaksanaan produk talangan haji ini. Dalam hal ini BMT 
An-Nawawi adalah perpanjangan tangan dari BSM Cabang Magelang, 
dimana pihak BMT An-Nawawi adalah yang menguruskan segala sesuatu 
ke pihak BSM Cabang Magelang, sehingga lebih memudahkan calon 
jamaah haji. Namun semakin lama minat masyarakat terhadap produk 
talangan haji semakin menurun, itu dikarenakan antrian haji yang semakin 
lama, sehingga masyarakat menganggap jika mereka ikut talangan haji 




Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ada dua 
macam yaitu akad qard dan akad ijarah. Akad qard digunakan BSM 
Cabang Magelang dalam memberikan dana talangan kepada nasabah untuk 
bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji. Akad ijarah digunakan 
oleh BSM Cabang Magelang dalam mengurusi pendaftaran haji secara 
online melalui sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Dari akad 
ijarah tersebut BSM Cabang Magelang memperoleh ujrah (fee) dari 
nasabah talangan haji atas jasa BSM Cabang Magelang dalam mengurusi 
pendaftaran haji secara online. Ujrah yang didapat BSM Cabang 
Magelang dari nasabah talangan haji adalah sebesar Rp 2.850.000,-
29
 
1. Syarat Pengajuan Produk Talangan Haji 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah 
produk talangan haji adalah sebagai berikut : 
a) Membawa foto kopi suami istri 
b) Membawa foto kopi KK 
c) Membawa foto kopi surat nikah 
d) Membawa KIR kesehatan 
e) Menyetorkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- 
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Adapun rincian dari uang sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut adalah 
sebagai berikut: 
Keterangan Jumalah 
Tabungan haji Rp.    500.000,- 
Setoran awal Rp. 2.500.000,- 
Ujrah Rp. 2.850.000,- 
Materai Rp.      54.000,- 
Administrasi Rp.      95.000,- 
Total setoran awal Rp. 5.999.000,- 
 
Tabungan haji sebasar Rp. 500.000,- adalah dana mengendap yang  
pada akhirnya nanti dapat diambil ketika nasabah sudah menyelesaikan 
angsuran talangan haji sebesar Rp. 22.500.000,-. Dana ini juga dapat 
diambil ketika ysng bersangkutan membatalkan perjanjian talangan haji 
atau juga meninggal dunia. 
Setoran awal sebesar Rp. 2.500.000,- adalah uang setoran pertama 
yang dibayarkan nasabah untuk menutupi biaya untuk bertangkat haji. 
Untuk diketahui BSM Cabang Magelang yang bekerja sama dengan BMT 
An-Nawawi hanya memberi pinjaman sejumlah Rp. 22.500.000,- untuk 
dana talangan haji tersebut. 
Ujrah sebesar Rp. 2.850.000,- adalah upah yang penghitunganya 
bukan melaui berapa banyak uang yang dipinjam atau berapa lama uang 
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itu dipinjamkan, melainkan  diberikan atas dasar sistem pengurusan haji 
melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) 
Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat 
perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan
30
. Materai ini nanti 
akan ditempel di beberapa dokumen yang akan ditanda tangani oleh 
nasabah peserta talangan haji. 
Administrasi di sini adalah biaya yang pada akhirnya nanti masuk 
ke dalam keuntungan BMT. Memang jika dilihat dari nilai material jumlah 
itu terlalu kecil, tapi dengan nasabah membuka talangan haji di BMT An-
Nawawi besar kemungkinan selanjutnya nasabah akan memiliki hubungan 
yang baik dengan BMT An-Nawawi Purworejo, dan itulah keuntungan 
tidak langsung. 
2. Prosedur dan Mekanisme Produk Talangan Haji31 
Adapun prosedur dan mekanismenya adalah sebagai berikut : 
a. Calon jamaah haji datang ke BMT An-Nawawi Purworejo 
b. Calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan 
mengenai produk talangan haji yang bekerja sama dengan BSM 
Cabang Magelang. 
c. Setelah paham dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir 
pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akat pemberian dana 
talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan 
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menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon 
jamaah haji. 
d. Setelah selesai mengumpukan dan mengisi berkas-berkas yang 
disyaratkan, petugas dari BMT An-Nawawi membawa berkas-
berkas tersebut ke BSM Cabang Magelang untuk ditindak lanjuti 
e. Setelah menyelesaikan berkas-berkas dan kelengkapanya patugas 
BMT An-Nawawi pergi ke Kementerian Agama untuk 
mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan 
nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi 
Haji). 
f. Setelah mendatapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), 
selanjutnya petugas dari BMT An-Nawawi membawanya ke BSM 
Cabang Magelang untuk mengambil BPIH (Biaya penyelenggaraan 
Ibadah Haji) lengkap besarta porsi haji para calon jamaah haji. 
Memang dengan adanya kerja sama antara BMT An-Nawawi dan 
BSM Cabang Magelang memudahlan calon jamaah haji yang ingin 
melaksanakan ibadah haji, khususnya masyarakat yang berdomisili di 
daerah Purworejo. Karena dengan adanya kerjasama ini masyarakat 
diuntungkan dengan dimudahkannya persyaratan. Selain itu nasabah tidak 
perlu bolak-balik dari Purworejo-Magelang untuk mengurus hal ini karena 
memang jarak antara Purworejo ke Magelang lumayan jauh. 
Selain keuntungan yang dirasakan oleh nasabah, BMT An-Nawawi 
juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa keuntungan langsung dan 
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tidak langsung. Keuntungan secara langsung merupakan keuntungan yang 
langsung dirasakan oleh pihak BMT An-Nawawi  atau didapatkan seketika 
itu juga, yaitu keuntungan dari nasabah berupa biaya yang disebutkan 
diatas yaitu „administrasi‟. Selain mendapatkan dari nasabah pihak BMT 
An-Nawawi juga mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,- setiap 
mendapatkan nasabah untuk talangan haji dan pihak BSM Cabang 
Magelang. Jumlah ini memang tidak begitu besar karena memang bukan 
itu yang dikejar oleh BMT An-Nawawi.  Sedang untuk keuntungan tidak 
langsungnya adalah terjadinya hubungan baik antara nasabah dengan 
pegawai BMT An-Nawawi yang kemudian tidak menuntup kemungkin ke 
depanya bisa bergabung (apakah itu menabung, menjadi nasabah deposito, 
ataupun nasabah pembiayaan) dengan BMT An-Nawawi. 
Nasabah talangan haji diberi tempo selama satu tahun untuk 
melunasi dana talangan haji yang besarnya Rp. 22.500.000,-.  Jika dalam 
tempo satu tahun tidak bisa melunasi pihak BMT An-Nawawi memberikan 
peringatan yang isinya berupa peringatan segera melunasi sesuai jatuh 
tempo yang apabila memang tidak bisa melunasi dana tersebut maka pihak 
BMT An-Nawawi bisa saja membatalkan keberangkatan haji.
32
 
3. Pembatalan Pemberangkatan 
Banyak faktor yang menyebabkan pengunduran diri/pembatalan 
keberangkatan haji. Prosedur ini dapat dilakukan apabila yang 
bersangkutan memang tidak sanggup lagi untuk melaksanakannya atau 
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alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau terjadi gagal bayar 
dari pihak nasabah talangan haji. Adapaun prosedurnya adalah sebagai 
berikut : 
a) Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau sudah jatuh tempo 
tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak BMT An-
Nawawi berhak melayangkan surat peringatan yang berisi 
peringatan untuk melunasi kewajiban bagi nasabah. Apabila tidak 
ada itikad baik dari nasabah dimana yang nasabah tidak melunasi 
angsuran yang sudah ditetapkan, maka pihak BMT An-Nawawi 
akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu 
ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan 
haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan 
pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke BSM 
Cabang Magelang untuk kemudian ditindaklanjuti dengan 
pencairan/pengembalian dana yang dulu pernah disetor nasabah 
talangan haji. 
b) Prosedur ini juga berlaku bagi nasabah yang meninggal dunia atau 
alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk berangat haji 
ketika masih dalam masa pelunasan dana talangan haji. Jika 
nasabah meninggal dunia, ahli waris bisa menyerahkan surat 
kematian ke pihak BMT An-Nawawi yang kemudian akan 
diserahkan ke pihak BSM Cabang Magelang untuk ditindaklanjuti 
dengan pencairan uang yang pernah disetor.  
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B. Analisis Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo 
Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang 
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keungan Syariah 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
dalam fatwanya No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan 
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menetapkan bahwa Produk 
Talangan Haji dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
fatwa. Ketentuan akad yang digunakan dalam pembiayaan pengurusan haji 
Lembaga Keuangan Syariah adalah ; 
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan 
jasa (ujrah) dengan prinsip al-ijarah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 
Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ijarah 
2. Bila perlu LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH 
nasabah dengan menggunakan prinsip qard sesuai dengan fatwa MUI 
nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh 
3. Jasa pengurusan haji oleh LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan 
pemberian talangan haji 
4. Besaran imbalan al-ijarah tidak boleh didasarkan pada besar talangan 
al-qard yang diberikan LKS pada nasabah. 
Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa salah satu bentuk 
jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah 
pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
(BPIH). Dengan adanya kebutuhan tersebut maka LKS perlu merespon 
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kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan produk talangan haji. Dan 
juga agar pelaksanaan ke depannya sesuai dengan prinsip syariah, maka 
DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan 
pembiayaan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah.  
BMT An-Nawawi Purworejo memiliki kerja sama dengan BSM 
Cabang Magelang dalam pelaksanaan program talangan haji menggunakan 
fatwa di atas sebagai acuan dalam pelaksaan talangan haji. Adapun akad 
yang dipakai dalam produk talangan haji ini adalah: 
1. Qard 
Secara sederhana akad qard adalah akad di mana pihak 
pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak 
penerima pinjaman berupa sejumlah uang yang nantinya pada 
saat jatuh tempo uang itu dikembalikan utuh tanpa tambahan apa 
pun. Akad ini adalah dasar dari produk talangan haji yang 
dimiliki BSM Cabang Magelang, dengan adanya akad ini 
nasabah diberi pinjaman guna untuk mendapatkan porsi haji. 
Sedangkan untuk besaran dana qard yang diberikan adalah 
sebesar Rp. 22.500.000,- yang kemudian harus dikembalikan 
dalam tempo satu tahun.  
Penerapan akad di atas, menurut penulis, sudah sesuai 
dengan apa yg diamanatkan DSN melalui fatwanya No: 
29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji 
Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa LKS 
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dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan 
menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qordh 
2. Ijarah 
Sedangkan ijarah adalah akad upah mengupah, di mana 
nasabah membayar ujrah atas dasar BSM Cabang Magelang 
mempunyai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dan 
dari sinilah LKS mendapat keuntungan, bukan atas dasar 
seberapa besar dan seberapa lama pinjaman qard yang diberikan 
Bank. 
Dari uraian di atas, menurut penulis akad yang digunakan 
oleh BSM Cabang Magelang dalam produk talangan haji sudah 
sesuai dengan apa yang difatwakan oleh DSN-MUI No:29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga 
Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa „Dalam 
pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan 
jasa (ujrah) dengan prinsip al-ijarah sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI nomer 9/DSN-MUI/IV/2000‟ dan „Besaran imbalan al-
ijarah tidak boleh didasarkan pada besar talangan al-qard yang 
diberikan LKS pada nasabah‟  
Terlepas dari akad-akad yang dibahas oleh penulis di atas, 
BMT An-Nawawi Purworejo memiliki peran cukup penting 
dalam produk talangan haji ini. BMT An-Nawawi dalam hal ini 
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bekerja sama dengan BSM Cabang Magelang, sehingga dalam 
pelaksanaanya BMT An-Nawawi Purworejo hanya berperan 
sebagai “perantara” dari  BSM Cabang Magelang. Hal ini cukup 
membantu pihak BSM Cabang Magelang dalam memasarkan 
produk tersebut ke masyarakat, khususnya yang ada di daerah 
sekitar BMT An-Nawawi. Selain itu, kerja sama ini turut 
membantu dalam memudahkan nasabah BMT An-Nawawi 
dalam mengakses produk talangan haji.  
Kerjasama ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh 
Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 : 
 
                             
           
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 








Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mekanisme pada produk talangan haji di BMT An-Nawawi 
Purworejo adalah sebagai berikut: calon jamaah haji datang ke 
BMT An-Nawawi Purworejo dan kemudian calon jamaah haji akan 
mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai produk talangan 
haji yang bekerja sama dengan BSM Cabang Magelang. Setelah 
paham dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir 
pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akat pemberian dana 
talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan 
menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon 
jamaah haji. Setelah selesai mengumpukan dan mengisi berkas-
berkas yang disyaratkan, petugas dari BMT An-Nawawi membawa 
berkas-berkas tersebut ke BSM Cabang Magelang untuk ditindak 
lanjuti. Setelah menyelesaikan berkas-berkas dan kelengkapanya 
patugas BMT An-Nawawi pergi ke Kementerian Agama untuk 
mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan 
nama-nama calon jamaah haji keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran 
Pergi Haji). Setelah mendatapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi 
Haji), selanjutnya petugas dari BMT An-Nawawi Purworejo 
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membawanya ke BSM Cabang Magelang untuk mengambil BPIH 
(Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap besarta porsi haji 
para calon jamaah haji. 
2. Menurut pengamatan penulis akad-akad yang ada di produk 
talangan haji sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh 
DSN-MUI melalui fatwanya dengan No:29/DSN-MUI/VI/2002 
tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.  
Dalam pelaksanaanya pihak BMT An-Nawawi Purworejo berperan 
sebagai perantara antara calon jamaah haji dan BSM Cabang 
Maglang. Dalam istilah fiqih disebut simsarah, walaupun dalam 
fatwa SDN MUI tidak tertulis akan tetapi praktik ini tidak dilarang 
fiqih. Dan pihak BMT An-Nawawi mendapatkan keuntungan dari 
dua belah pikak, pertama : dari pihak BSM cabang Magelang 
sebesar Rp. 100.000 untuk setiap calon jamaah haji yang 
mendaftar. Kedua : dari pihak calon jamaah haji atas dasar biaya 
administrasi. 
B. Saran  
1. Agar BMT An-Nawawi Purworejo selalu meningkatkan mutu 
pelayan terhadapa para nasabahnya. 
2. Agar selalu menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan 





C. Penutup   
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 
terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak luput dari petunjuk dan 
hidayahNya. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih 
terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat 
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